
 
 
 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :  TAHUN :  SERI :  
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU 

NOMOR  : 1 TAHUN 1996 

 
T E N T A N G 

 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU 
 
 
Menimbang  : a. bahwa  sejalan dengan makin  meningkatnya   Pembangunan di wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu  baik yang  dilaksanakan  oleh 

Pemerintah,  Swasta   maupun masyarakat,  maka perlu adanya 

pengaturan yang  serasi dan  seimbang terhadap perencanaan ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang agar dapat berhasil  guna dan 

berdaya guna; 

 

b.  bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor  24  Tahun 

1992 tentang Penataan Ruang, maka  Peraturan  Daerah  Nomor 7 Tahun 

1990 tentang Rencana  Umum  Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II 

Indramayu Tahun 1989 - 2009, perlu diganti; 

 
c.  bahwa  untuk  itu perlu  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah. 

 
 
Mengingat  : 1.   Undang-undang  Nomor 14  Tahun 1950  tentang   Pembentukan  Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat  (Lembaran 

Negara RI Tahun 1956 Nomor  65,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

1106). 



2. Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara  RI  Tahun 1960  Nomor  104, Tambahan 

Lembaran  Negara  RI  Nomor 2043). 

3. Undang-undang  Nomor 20 Tahun 1961 tentang  Pencabutan Hak Atas 

Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya. 

4. Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1967  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kehutanan (Lembaran Negara  RI  Tahun 1967  Nomor  24,  Tambahan 

Lembaran  Negara  RI  Nomor 2823). 

5. Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1967 tentang  Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967  Nomor  22, 

Tambahan Lembaran  Negara  RI  Nomor 2381). 

6. Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1972  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok 

Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1972  Nomor  33,  Tambahan 

Lembaran  Negara  RI  Nomor 2988). 

7. Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok      

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun  1974 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944). 

8. Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1974  tentang  Pengairan (Lembaran 

Negara  RI Tahun 1974  Nomor  65,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3046). 

9. Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1979 tentang  Pokok-pokok     

Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3153). 

10. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1980  tentang   Jalan (Lembaran  

Negara  RI Tahun 1980  Nomor  83,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3186). 

11. Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara Pidana. 

12. Undang-undang  Nomor 4 Tahun 1982  tentang  Ketentuan-ketentuan 

Pengelolaan  Lingkungan  Hidup   (Lembaran Negara  RI  Tahun  1982 

Nomor  12,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 3215). 

13. Undang-undang  Nomor 20 Tahun 1982 tentang  Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI yang telah  diperbaharui oleh 

Undang-undang Nomor  1  Tahun  

14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran 

Negara  RI Tahun 1984  Nomor  22,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3274). 



15. Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1986  tentang  Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

16. Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1990  tentang  Konservasi Sumber  Daya 

Alam Hayati  dan  Ekosistemnya  (Lembaran Negara  RI  Tahun  1990 Nomor 

49,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 3419). 

17. Undang-undang Nomor  9 Tahun 1990  tentang   Kepariwisataan  (Lembaran 

Negara  RI Tahun  1990  Nomor  78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3427). 

18. Undang-undang  Nomor  24 Tahun 1992  tentang  Penataan Ruang 

(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 3501). 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang  Tata     Pengaturan 

Air (Lembaran Negara RI Tahun  1982  Nomor 37, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3225). 

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  1982  tentang Irigasi  (Lembaran 

Negara  RI Tahun  1982  Nomor  38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3226). 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran 

Negara  RI Tahun 1985  Nomor  37,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3293). 

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1985  tentang Perlindungan 

Hutan  (Lembaran Negara  RI  Tahun  1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3294). 

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1987  tentang Penyerahan 

Sebagian  Urusan  Pemerintahan  di  Bidang Pekerjaan Umum Kepada 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987  Nomor  25,  Tambahan Lembaran 

Negara  RI  Nomor  3353). 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang  Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah  (Lembaran Negara   RI  Tahun 1988 Nomor  10, 

Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 3373). 

25. Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  1993  tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan. 

26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang  Pengelolaan Kawasan 

Lindung. 

27. Keputusan  Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang  Penggunaan Lahan Bagi 

Pembangunan Kawasan Industri. 



28. Keputusan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 33  Tahun  1992 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan  Daerah  tentang Rencana Struktur Tata 

Ruang Propinsi Daerah Tingkat  I dan  Rencana   Umum  Tata   Ruang  

 Kabupaten   Daerah Tingkat II. 

29. Keputusan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 84  Tahun  1993 tentang  Bentuk 

Peraturan Daerah dan Peraturan  Daerah Perubahan. 

30. Keputusan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 85  Tahun  1993 tentang 

Pengundangan Peraturan Daerah  dan  atau  Keputusan Kepala Daerah 

Lewat Tenggang Waktu Pengesahan. 

31. Peraturan  Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor  3  Tahun 1994  tentang 

Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor  11  

Tahun  1985  tentang  Penunjukkan  Penyidik Pegawai  Negeri Sipil Yang 

Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Pelanggaran   Peraturan  Daerah Yang 

Memuat Ketentuan Pidana. 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor  17  

Tahun 1993 tentang Pola  Dasar  Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Indramayu. 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor  2  Tahun 

1995 tentang Tata Cara  Pembuatan  dan   Pengundangan   Peraturan 

Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Indramayu. 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu 

 
M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II   INDRAMAYU TENTANG 

RENCANA  TATA  RUANG  WILAYAH  KABUPATEN  DAERAH TINGKAT II 

INDRAMAYU. 

 

B A B  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu; 



b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu; 

c. "Bupati  Kepala  Daerah" adalah Bupati  Kepala  Daerah Tingkat II Indramayu; 

d. "Rencana  Tata  Ruang  Wilayah"  adalah  Kebijaksanaan Pemerintah  Daerah  Kabupaten 

Daerah   Tingkat    II  Indramayu  yang  menetapkan lokasi dari  kawasan  yang 

dilindungi, lokasi  pengembangan  kawasan   budidaya termasuk kawasan produksi dan 

kawasan pemukiman,  pola jaringan prasarana  dan  wilayah-wilayah dalam Kabupaten 

yang  akan diprioritaskan  pengembangannya  dalam kurun waktu tertentu; 

e. "Ruang"  adalah  wadah kehidupan yang  meliputi  ruang daratan,  ruang  lautan dan 

ruang udara  sebagai  satu kesatuan  wilayah  tempat manusia  dan  makhluk  hidup 

lainnya  melakukan kegiatannya dan memelihara  kelangsungan hidupnya; 

f. "Tata  Ruang" adalah wujud struktural dan pola  pemanfaatan  ruang wilayah Daerah 

Tingkat II yang  mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik  direncanakan 

 maupun  tidak, yang menunjukkan hirarki  dan  keterkaitan pemanfaatan ruang; 

g. "Penataan  Ruang"  adalah  proses perencanaan,  pemanfaatan ruang dan pengendalian; 

h. "Rencana  Tata  Ruang" adalah hasil  perencanaan  tata ruang; 

i. "Wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis  beserta  segenap  unsur 

terkait  yang  batas  dan sistemnya  ditentukan berdasarkan aspek  administratif dan 

atau aspek fungsional; 

j. "Kawasan"  adalah wilayah dengan fungsi utama  lindung atau budidaya; 

k. "Kawasan  Lindung"   adalah  Kawasan  yang  ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian  lingkungan hidup  yang  mencakup sumber daya  alam,  sumber 

 daya buatan  dan  nilai sejarah serta  budaya  bangsa  guna kepentingan pembangunan 

berkelanjutan; 

l. "Kawasan  Budidaya" adalah kawasan  yang  dimanfaatkan secara  terencana dan terarah 

sehingga dapat  berdayaguna  dan  berhasil  guna  bagi  hidup  dan  kehidupan manusia, 

terdiri dari kawasan budidaya pertanian  dan kawasan budidaya non pertanian;  

m. "Kawasan  Pedesaan"  adalah  kawasan  yang   mempunyai kegiatan utama pertanian 

termasuk pengelolaan  sumberdaya atau dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman  pedesaan,  pelayanan  jasa   pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 

ekonomi; 

n. "Kawasan  Perkotaan"  adalah  kawasan  yang  mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian, dengan susunan  fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 

ekonomi;  

o. "Kawasan  Tertentu"  adalah  kawasan  yang  ditetapkan secara   Nasional   mempunyai 

 nilai  strategis   yang penataan ruangnya diprioritaskan. 


